KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
EKEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 806 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-ANWARY KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

Menimbang

Mengingat

a.

a9

babwa dulin rungks meningkatkan akses pendidikan madraseh yang
bermuty, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi
berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan
standar nasicnal pendidikan;

- bahwa Madrasal sebagnimana lercantum daleon kepulusan ing telab

mementiti  persyaratan  administratif, teknis  dan  kelayakan
schagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim
Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Garut Nemor Kd. 10.05,04/PP.03/581,/2017 tanggal 22
Maret 2017 dan Netz Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan
Madrasah Nomor O162/ND/IPM/2017 tangpal 8 Juni 2017 sehinpgga
layal diberikcan izn opcrazional;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalarm hural

a den haraf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin
Operasional Madrasah lbtidaiyeh Al-Anwary Kabupaten Garut;

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tenlang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tabhun 2005 tentang Guru dan Doscn

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);

. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nazional

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tndonesia Tahun 2005 Nomor
41, Tawmbehan Lembaran Negars Republis Indonesia Nomor 4496)
scbagaimana telah beberapa kali diubah terskhir dengan Peraturan
Pemerintah Nemor 13 Tehun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan ({Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
45, Tambahan Lemharan Negara Repuiblik Indonesia Nomnr?ﬁ'?’());

.
. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik [ndenesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4863);

. Peraturan Pemerintah Nemor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan

Pendidikan [Lembaran Negara Repablik Indonesia Tahun 2008 Nomor
91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48641;
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- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nemor 5150) scbagaimana telan diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tshun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
112, Tambahan Lembdaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

. Peraturan Menteri Pendidikar Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Staadar

Sarana dan Prasarana Untuk Sckelal: Dusar/Madrasah Ibtidaiyah,
Sekolah Menengsh Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah
Menengah Atas/Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasionel Nomor 15 Tahun 201C tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidiken di  Kabupaten/Kota
sebapaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomer 23 ‘Tahun 2013 tentang Perubzhan atas Peraturan
Menteri Pendidikan Nasional Nemor 5 Tahun 2010 tentang Standar
Pelayaran Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 464);

Peraturan Menteri Agama Nemor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar [si Peadidikan Agama [slam dan
Bahasa Arab di Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 11);

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas
Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita
Negara Republik Indenesia Tahun 2012 Nomor 206| s=bagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tenang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikar Agama Islam pada
Sekolah (Berita Negara Republik Indencsia Tahun 2013 Nomar 684);

- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Instansi Vertikal Kementesian Agama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);

. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2012 tentang

Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Reputlik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1382) schagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomer 66 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90

_Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendicikan Madrasah (Berita

Negara Republik Indenesia Talhun 2016 Numor 2101);

Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tenrang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1495);



Menetapkan

KE3ATU
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

MEMUTUSHKAN ;:

KEFUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-ANWARY KABUPATEN GARUT.

Mcmberikan  {zir  operasional madrasah kepada Madrasan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
lidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Setelab jengka waktu 7 tahun, Kepala Madrasah yang bersangkatan
wajib:

a. Menyampaikan laporan parkembangan Madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paing sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan leariulum,
pelaksansan pemenuhan  standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan  pemenuben  standar  pendidik  dan  tenaga
kependidikan; dan/atau

b. Mengajulian pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M scsual ketentuan peraturan  perundang-
undangan,

Dazlam hal perkembangan Madrasah schagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA humuf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atan hasil alreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b mendapat peringlkat
minimal C, maka izin opcrasional acbagaimana dimaksud dalam
Diktum KIESATU tetap berlaku.,

Dalam hal perkembangan Madrasah sebapgaimana dimaksuc dalam
Diktum KEDUA huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan
minimal penyelenggaraan pendidikan den/alau hssil akreditasi
sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA huruf b tidak mendapat
peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimakesud
dalam Diktum KESATU dicabut.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandang
pada tanggal 9 Juni 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM 1ZIN OPERASIONAL MADRASAH
Nomor : 0162/IPM2017

Diberkan kepada
Nama Madrasab : MADRASAH IBTIDAIVAH AL-ANWARY
Alamat ! KP.CIBUNAR GIRANG
Desa'Kelurahan : CIBUNAR
Kecamalan ! TAROGONG KIDUL
Kabupaten'Kota . KABUPATEN GaARUT
Provinsi © JAWA BARAT
Panyzlenggara Madrasah : YAYASAN HIKMATUL HAGQ (YHH)
Akle Notaris Penyclenggara @ NO. 7 ACHIMAD MA'ARIF,SH,.M.KN
Pengesahan Akts Notaris . AHU-0018658.AH.01.04 TAHUN 2015 TANGGAL 23

OKTOBER 2015

Dangan Nomar Statistk Madrasah (NSM)

Bandung, 8 Jeni 2017
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI| JAWA BARAT
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 806 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

MADRASAH IBTIDAIYAH AL-ANWARY

KABUPATEN GARUT
IDENTITAS MADRASAH
1 |Nema Madrasah Madrasah Ibtidaiyah Al Anwary
2 [Nomeor Statistik Madrasah 111232050317
3 |Alamat Madrasah Kp.cibunar Girang
Desa/Kelurahan Cibunar
Kecametan Tarogong Kidul
Kabupaten Garut
Provinsi Jawa Baret
4 |Nama Organisasi Penyelenggara Yayasan Hikmatul Haq (Yhh)
5 [Akte Notaris Organisasi Achmuod Ma'arif,511,. M. Kn
Penyelenggara No. 7 Tanggal 20 April 2015
6 |Pengesahan Akte Notaris Organisasi [AHU-D018659.AH.01 04 Tahun 2015
Penvelcnggara Tanggal 23 Oktober 2015
/’E‘R A \ KEPALA KANTOR WILAYAH
/ *t"‘ ¥ “KEMENTERIAN AGAMA
(& g ~ - PROVINSI JAWA BARAT







Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Barat
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Berdasarkan Surat Keputsan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pencidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/GAEKL 2009 Takun 2009
Tentang Nomor Pokak Sekolah Nasional
Menerhitkan

SRR

[NomogEokokisekolahNas onall

69976212

Diberikan Kepada :
MI AL-ANWARY
Kp.Cibunar Girang Rt 20005

Kecamatan §erogong Kxlul Kabupaten Garul Provins: Jews Baral
SK ljin Operasional : 806 Tahun 2017
I'anggal SK ljin Operasional : 6/9/2017

Bandung, 07 Mei 2018
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Puovinsi Jawa Barat
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